LATAR BELAKANG

Komisi Aparatur Sipil Negara telah menerapkan e-government dalam menunjang efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya mengawasi penerapan sistem merit, nilai dasar, kode
etik dan kode perilaku pegawai ASN. Hampir seluruh core business KASN telah memanfaatkan
aplikasi daring sebagai terobosan untuk membantu mempermudah pelaksanaan tugas dan
pemberian pelayanan. Adapun aplikasi-aplikasi milik KASN yang digunakan untuk menunjang
pelaksanaan core business-nya tersebut adalah:

e Sistem Informasi Pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) untuk pengawasan
seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

e Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER) untuk penilaian
penerapan sistem merit di instansi pemerintah

e LAPOR KASN untuk penanganan pengaduan terkait pelanggaran ASN

e Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas ASN (SIAPNET) untuk sarana digitalisasi pelaporan
pelanggaran netralitas pegawai ASN

e Sistem Informasi Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (SINDEN)
untuk penilaian maturitas penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN di
instansi pemerintah

Semua aplikasi tersebut merupakan sistem informasi pengawasan utama milik KASN dan
digunakan secara luas oleh stakeholders yaitu instansi pemerintah serta pegawai ASN.

Selama ini, pembangunan aplikasi di KASN masih dilakukan secara parsial. Artinya aplikasi- aplikasi
tersebut dibangun dan dikembangkan secara terpisah satu dengan lainnya sehingga penggunaan
nya maupun data dan informasi yang dihasilkan belum terintegrasi. Padahal, masing-masing
aplikasi tsb menghasilkan data dan informasi yang saling mendukung utamanya untuk penajaman
pengawasan penerapan sistem merit dan penegakan nilai dasar, kode etik & kode perilaku ASN.

Absennya integrasi mengakibatkan kebutuhan koordinasi yang memakan waktu dan biaya untuk
bisa memanfaatkan data dan informasi yang terdapat dalam aplikasi yang terpisah-pisah. Selain
itu, ketiadaan integrasi juga memunculkan ketidaksinkronan database antar unit kerja. Hal ini amat
disayangkan mengingat data dan informasi yang dihasilkan secara lengkap, akurat dan dapat
diakses dengan mudah merupakan prasyarat dari kebijakan berbasis bukti yang dapat membantu
agar solusi terhadap penyelesaian isu strategis dalam manajemen ASN semakin tepat. Dari sisi
praktikalitas penggunaan, tidak terintegrasinya aplikasi pelayanan publik utama yang dimiliki oleh
KASN juga membuat user di Instansi Pemerintah mengalami inefisiensi karena harus memasukkan
berbagai data yang dibutuhkan untuk pengawasan KASN ke dalam aplikasi yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, upaya pengintegrasian perlu dilakukan agar aplikasi serta data yang dihasilkannya
dapat digunakan secara lebih efektif dan sederhana sehingga menghasilkan informasi pengawasan
yang lebih komprehensif dalam mendukung pengambilan keputusan kebijakan serta memudahkan
penggunaan bagi user di Instansi Pemerintah.

Dalam rangka merespon isu belum terintegrasinya aplikasi pengawasan milik KASN, maka pertama
perlu disusun sebuah Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan KASN dengan tujuan untuk
menghadirkan dokumen rencana induk atau cetak biru yang jelas dan detail sebagai arsitektur
dalam memedomani eksekusi proses integrasi aplikasi yang ada di KASN. Peta jalan ini juga



merupakan bentuk feasibility study terhadap integrasi berskala besar yang akan menghubungkan
aplikasi pengawasan utama milik KASN.

Dengan adanya peta jalan ini, proses integrasi diharapkan akan berjalan lebih jelas, terarah dan
terencana sehingga dapat menghasilkan aplikasi terintegrasi yang berkualitas baik, memudahkan
penggunaan di level user dan mendukung pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan secara
lebih efektif dan efisien. Inisiasi integrasi yang disertai lebih dahulu oleh peta jalannya ini juga
secara lebih luas akan mendukung kebijakan pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di mana setiap Instansi Pemerintah memang diamanatkan untuk menyusun
arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE di lingkugannya masing-masing.

Peta jalan integrasi yang akan disusun oleh KASN ini direncanakan untuk memuat beberapa hal
yang dibutuhkan sebagai garis besar perencanaan pengintegrasian aplikasi pengawasan yang ada
di KASN sekaligus menjawab fitur apa saja & ruang lingkup integrasi yang akan dilakukan nantinya.
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TUJUAN

Menyusun dokumen rencana induk atau cetak biru yang jelas dan detail sebagai arsitektur dalam
memedomani eksekusi proses integrasi aplikasi yang ada di KASN dan juga terhubung dengan S
di instansi pemerintah yang terkait dengan pengawasan sistem merit nasional - yang meliputi :

e Melakukan pengintegrasian data melalui sistem informasi pengawasan yang ada di KASN
agar lebih efisien dan efektif.

e Merancang roadmap integrasi sistem informasi pengawasan sistem merit nasional yang
melibatkan stakeholders terkait.

e Mendukung kebijakan pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



OUTPUT

Proposal Teknis - Pengadaan Pekerjaan JKPJISMN T.A. 2022

Mengingat selama ini pembangunan aplikasi di KASN masih dilakukan secara parsial & belum efisien

akibat belum adanya blueprint yang disepakati, output utama dari kegiatan ini adalah adanya Peta
Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan KASN yang mengatur hal-hal antara lain:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

proses bisnis integrasi;

identifikasi substansi konten, fitur, serta ruang lingkup integrasi (arsitektur data);
sketsa rangka aplikasi hasil integrasi (wireframing);

visualisasi rangka ke dalam tampilan antarmuka;

identifikasi bahasa pemrograman serta sarana dan prasarana yang dipakai serta
dibutuhkan dalam integrasi (arsitektur aplikasi, infrastruktur, dan keamanan); serta
manajemen proyek integrasi.

Diharapkan dengan terjawabnya hal-hal tersebut dalam sebuah dokumen pedoman peta jalan,

proses integrasi saat dieksekusi akan lebih mudah berjalan lancar dan terarah dengan jelas.

ANALISA

Melihat latar, tujuan dan harapan output di atas, maka proposal penyusunan ini dibuat dengan
beberapa pertimbangan, antara lain bahwa roadmap Reformasi Birokrasi di Indonesia menuju
Worldclass ASN sudah memasuki tahap ke-4 dibawah leadership dari Kemenpan RB, BKN, LAN dan
KASN. Dalam upaya mewujudkan visi tsb KASN bertugas mengawasi promosi ASN berbasis merit,

integritas & delik aduan untuk seluruh ASN di tanah air demi menjaga profesionalisme ASN.
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Untuk menuju smartASN ini secara sistemik pemerintah mendorong penerapan e-government dan

peningkatan profesionalisme dan kompetensi ASN untuk memperbaiki kondisi yang ada. KASN

merespon hal tersebut juga membangun e-government untuk mendukung pelaksanaan tupoksi

KASN sesuai dengan dasar perundangan yang berlaku.



